
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

b.

bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan
profesionalisme pegawai Negeri sipil dalam
melaksanakan tugas di bidang pengendalian mutu dan
keamanan hasil perikanan pada Kementerian Kelautan
dan Perikanan, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil perikanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan
Fungsional Inspektur Mutu Hasil perikanan.



Mengingat : t.
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undang-undang Nomor 31 Tahun 2oo4 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2oo4 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44ggl, sebagaimana telah diubah
dengan undang-undang Nomor 4s rahun 2oog tentang
Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 2oo4
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oog Nomor 1s4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor SOZ3);

undang-undang Nomor s rahun 2oL4 tentang Aparatur
sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor Sa9\;
undang-undang Nomor zg Tahun 2oL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ssgT) diubah dengan
Undamg - undang Nomor 9 Tahun 20 15;
Peraturan Pemerintah Nomor sg rahun 2oLo tentang
Disiplin Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S135);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun zorL tentang
Penilaian Prestasi Kerja pegawai Negeri sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun zorL Nomor LzL,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
52 58);

Peraturan Pemerintah Nomor sr Tahun 20 ls tentang
sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil perikanan
serta Peningkatan Nitai Tambah Produk Hasil perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l s
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nom or 5T26);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2oLT tentang
Manajemen Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oLT Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6031l;

4.

2.

3.

5.

6.

7.
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Peraturan Presiden Nomor 4T Tahun 20 l s tentang
Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor g9);

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 201s tentang
Kementerian Kelautan dan perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun zoLS Nomor 111);
Keputusan Presiden Nomor gr Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional pegawai Negeri sipil,
sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden
Nomor 97 Tahun 2or2 tentang perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor gr Tahun lggg tentang
Rumpun Jabatan Fungsional pegawai Negeri sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoL2
Nomor 23S).

MEMUTUSI(AN:
MCNCTAPKAN : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERII(ANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1' Aparatur sipil Negara yang seranjutnya disingkat ASN

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan pedanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

2 ' Pegawai Negeri sipil yang seranjutnya disingkat pNs
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
rertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oreh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

3. Jabatan Fungsionar adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan perayanan

8.

9.

10.
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fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan meraksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pNs sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pejabat pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian pNS, dan pembinaan
manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang_undangan.

6' Jabatan Fungsionar Inspektur Mutu Hasil perikanan
adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,
tanggung jawab, wewendrig, dan hak untuk melakukan
kegiatan pengendalian mutu dan keamanan hasil
perikanan.

7. Pejabat Fungsionar Inspektur Mutu Hasil perikanan yang
selanjutnya disebut Inspektur Mutu Hasil perikanan
adalah pNS yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewen&Dg, dan hak secara penuh oleh pejabat yang
Berwenang untuk merakukan kegiatan pengendalian
mutu dan keamanan hasil perikanan pada Kementerian
Kelautan dan perikanan, sesuai dengan ketentuan
peraturan penrndan g-undangan.

8' Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan
adalah semua kegiatan yang meriputi inspeksi, verifikasi,
surveilan, audit, dan pengambilan contoh dalam rangka
memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil
perikanan.

9 ' sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasit perikanan
adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus
diperhatikan dan ditakukan sejak praproduksi sampai
dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasir
perikanan yang bermutu dan €unan bagi kesehatan
manusia.
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10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKp

adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh

seorang PNS.

1 1. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang
harus dicapai oleh Inspektur Mutu Hasil Perikanan
dalam rangka pembinaan karier yang bersanglicr:tan.

L2. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka
kredit minimal yang harus dicapai oleh Inspektur Mutu
Hasil Perikanan sebagai salah satu syarat kenaikan
pangkat dan jabatan.

13. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Mutu
Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai
adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat
yang Berurenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan
hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam sKp serta
menilai kinerja Inspektur Mutu Hasil perikanan.

L4. standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang
disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu
dalam bidang perikanan yang menyangkut aspek
pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta
sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan
syarat jabatan.

15' Sertifikat Kompetensi adalah jaminan tertulis atas
penguasaan kompetensi pada bidang keahlian perikanan
tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan dan
pelatihan yang telah terakreditasi oleh lembaga yang
berwenang.

16. Karya Tulis/Karya Irmiah adalah tulisan hasil pokoft
pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang
disusun oleh Inspektur Mutu Hasil perikanan baik
peror€urgan atau kelompok di bidang pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil perikanan.

L7. Menteri adalah menteri yang menyerenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur
negara.
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BAB II

RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan

termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Bagian Kedua

Kedudukan
L .l,

Pasal 3

Inspektur Mutu Hasil Perikanan berkedudukan sebagai

pelaksana teknis fungsional di bidang Pengendalian

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Kementerian

Kelautan dan Perikanan.

Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), merupakan jabatan karier PNS.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

(1) Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan
merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian,

(21 Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari
jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:

a. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli pertama;

b. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda;
c. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya; dan
d. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli utama. ,

(3) Jenjang pangkat Inspektur Mutu Hasil perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2\, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21
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(4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan

Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berdasarkan

jumlah Angka Kredit yang ditetapkan tercantum dalam

Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
(5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu

Hasil Perikanan ditetapkan berdasarkan Angka Kredit

yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang

Berwenang menetapkan Angka Kredit.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR, DAN SUB.UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu

T\.rgas Jabatan

Pasal 5

T\rgas Jabatan F\rngsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan
yaitu melaksanakan kegiatan Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi persiapan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

(1)

Pasal 6

Unsur kegiatan tugas Jabatan

Mutu Hasil Perikanan yang

Kreditnya, terdiri atas:

a. unsur utama; dan

b. unsur penunjang.

(21 Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, terdiri atas:

a. pendidikan;

Fungsional Inspektur
dapat dinilai Angka
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b. pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;

dan

c. pengembangan profesi.

(3) Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), terdiri atas:

a. pendidikan, meliputi:

1. pendidikan formal dan memperoleh tjazahlgelar;

2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/

leknis di bidang Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan serta memperoleh

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan

(STTPP) atau sertifikat; dan

3. pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan

memperoleh STTPP.

b. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan,

meliputi:

1. perencanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan;

2. pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan;

3. pelaksanaan sistem manajemen mutu

laboratorium; dan

4. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengendalian

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

c. Pengembangan profesi, meliputi:

1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan;

2. penerjemahan /penyaduran buku dan bahan lain

di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan; dan

3. penyusunan buku pedomanlketentuan

pelaksanaan f ketentuan teknis di bidang

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan.
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(4) Unsur penunjatrg, meliputi:

a. pengajar /pelatih/penguji/pengawas pada diklat

fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan;

b. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

c. keanggotaan dalam organisasi profesi tingkat

nasional / internasional;

d. keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan

Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

e. perolehan penghargaanltanda jasa; dan

f. peroleh an ijazah/ gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Uraian Kegiatan Sesuai Dengan Jenjang Jabatan

Pasal 7

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu
Hasil Perikanan sesuai dengan jenjang jabatanDy&,

sebagai berikut:

a. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama,

meliputi:

1. men) rsun program kerja bulanan pengendalian

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan;

2. menyLrsun program kerja tahunan pengendalian

sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan;

3. mengumpulkan bahan untuk audit kecukupan
dalam rangka pelaksanaan inspeksi penerapan

sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan di tambak pembenihan/pembesaranf

kapal/pelabuhanltempat pendaratan ikan/
lempat pemasaran ikan/unit pemasok/Upl;
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4. melaksanakan verifikasi lapangan di tambak

p e m b e n ih an / p e m b e s ar an f kap al I p e I abu h'an / te m

pat pendaratan ikan/tempat pemasaran

ikan/ unit pemasok/ UPI;

5. melakukan audit kecukupan;

6. melakukan surveilen;

7. melakukan verifikasi kebenaran dan kesesuaian

permohonan penerbitan sertifikat

ke sehatan I H e alth Certificate (HCl ;

8. melaksanakan supervisi terhadap penerapan

Cara Penanganan Ikan yang Baik di Pemasok

(cPrB);

9. pengendalian produk perikanan di pintu
pemasukart I pengelu ar an I perbatasan ;

10. melakukan verifikasi permohonan registrasi

negara mitra;

1 1. melakukan identifikasi kebutuhan penyLlsunan

standar prosedur dan kriteria standardisasi;
12. melakukan pengumpulan datalbahan

perumusan standar prosedur dan kriteria
standardisasi (data primer) ;

13. melakukan pengumpulan data/bahan
perumusan regulasi (data pri.mer) pengendalian

sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan;

14. melakukan monitoring mutu dan keamanan hasil
perikanan;

15. menganalisis hasil verifikasi ketelusuran;
16. melakukan validasi/verifikasi metode pengujian

sederhana;

17. melakukan pengujian sedang;

18. membuat laporan hasil verifikasi ketelusuran;
19. melakukan evaluasi kesesuaian data penerbitan

sertifikat KesehatanlHealth certificate (Hc)
dengan produk yang dimuat;

20. melakukan evaluasi kegiatan pengambilan
sampel; dan
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21. melakukan verifikasi data hasil pengujian dalam

rangka penerbitan LHU (Lembar Hasil Uji)

dan I atau penerbitan tingkat sederhana.

b. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda, meliputi:

1. men)4rsun program kerja tahunan pengendalian

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan sebagai anggota;

2, men)rusun program kerja bulanan pengendalian

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan sebagai anggota;

3. memeriksa dan menyempurnakan program keda
tahunan sistem pengendalian jaminan mutu dan

keamanan hasil perikanan sebagai anggota;

4. memeriksa dan menyempurnakan program kerja
bulanan sistem pengendalian jaminan mutu dan

keamanan hasil perikanan sebagai anggota;

5. melakukan audit kecukupan dalam rangka

Inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan di tambak
pembenihan/ pembesaranf kapal/ pelabuhan/
tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran

ikan/unit pemasok/ Unit Pengolahan lkan;
6. melakukan Inspeksi penerapan sistem Jaminan

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari hulu
sampai hilir;

7. melakukan verifikasi tindakan perbaikan
lapangan di tambak pembenihan/pembes aranf
kap aI / pelabu han / tenrpa t pendaratan
tkanltempat pemasaran ikan/unit pemasok/unit
Pengolahan lkan;

8. melakukan verifikasi draft sertifikat Haz,ard

Analgsis and Critical Control point;

9. melakukan verifikasi dokumen ketelusuran di
tambak pembenihan / pembesaran / kapal I
pelabuhanltempat pendaratan ikanltempat
pemasaran ikan/unit pemasok/unit pengolahan

Ikan;
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10. melaksanakan verifikasi rekaman ketelusuran di

tambak pembe nihan / pe mbe saran / kapal I
pelabuhanltempat pendaratan ikan/tempat
pemasaran ikan/unit pemasok/Unit Pengolahan

Ikan;

1 1. melakukan investigasi

penahananfpenolakan mutu dan keamanan hasil

perikanan sebagai anggota;

12. melakukan penyiapan bahan dan daftar target

supervisi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan;

13. melaksanakan supervisi terhadap penerapan

Hazard Analgsis and Critical Control Point;

14. melaksanakan supervisi terhadap Penerbitan

S ertifikat Ke sehatan I H e alth Certificate (H C) ;

15. melaksanakan supervisi terhadap penerapan Cara

Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di Kapal;

16. melaksanakan supervisi terhadap penerapan Cara

Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);

17. melaksanakan supervisi terhadap pemanfaatan

nomer registrasi negara mitra;
18, melakukan penyiapan kuesioner kerjasama

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan;

19. melakukan identifikasi kebutuhan regulasi
(peraturanf pedom anl petunjuk pelaksanaanf
petunjuk teknis/ standard opertional procedure/

instruksi kerja);

20. melakukan penJrusunan draft regulasi
pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan;

21. menyiapkan rancangan pengambilan sampel
(tahap pengambilan contoh, p&rameter uji,
tujuan);

22. melakukan kalibrasi internal peralatan sedang;

23. melakukan kalibrasi internal peralatan sulit;
24. melakukan uji banding/uji profisiensi;

kasus
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25. melakukan validasi/verifikasi metode pengujian

sedang;

26. melakukan pengujian tingkat sulit;

27. melakukan verifikasi data hasil pengUjian dalam

rangka penerbitan LHU (lembar hasil uji)

danlatau penerbitan sertifikat kesehatan tingkat

sedang;

28. melakukan evaluasi hasil verifikasi ketelusuran di

tambak pembenihan/pembes 8{Llkapal/
pelabuhanltempat pendaratan ikan/tempat

pemasaran ikan/unit pemasok/Unit Pengolahan

Ikan;

29, melakukan evaluasi penerbitan sertifikat

kesehatan I Health Certifieate (HC) ; dan

30. merekapitulasi hasil evaluasi dan rekomendasi

pemanfaatan nomor registrasi.

c. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya,

meliputi:

1. menJrusun program keda tahunan pengendalian

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan;

2. men)rusun program kerja bulanan pengendalian

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan;

3. memeriksa dan menyempurnakan program kerja

tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan;

4. memeriksa dan menyempurnakan program kerja

bulanan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan;

5. melakukan analisis untuk penentuan kategqfl

temuan hasil inspeksi;

6. melakukan evaluasi data dan informasi terkait

notifikasi kasus penahananf penolakan mutu dan

keamanan hasil perikanan;
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7. melakukan investigasi kasus

penahananfpenolakan mutu dan keamanan hasil

perikanan sebagai ketua;

8. melaksanakan supewisi terhadap Penanganan

kasuq penahananlpenolakan mutu dan

keamanan hasil perikanan;

9. melaksanakan supervisi terhadap sister$

manajemen mutu dan keamanan hasil perikanan;

10. membuat draft inisiasi kerjasama Sistem Jaminan

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

1 1, melakukan pembahasan draft regulasi

pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan;

12. melakukan validasi/verifikasi metode pengujian

tingkat sulit;

13. melakukan penyelenggaraan uji profisiensi

Qtrouider);

14. melakukan penyeliaan pengujian contoh;

15. melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat

sulit untuk penerbitan LHU (lembar hasil uji)

dan/atau penerbitan sertifikat kesehatan ;

16. melakukan penyusunan/revisi konsep dokumen

sistem manajemen mutu dan keamanan hasil
perikanan;

17. melaksanakan validasi dokumen Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

18. melakukan audit internal/verifikasi penerapan

sistem manajemen Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan;

19. melakukan kaji ulang dokumen/manajemen;

20. melakukan verifikasi terhadap kepatuhan pelaku

usaha danlatau kesesuaian sistem manajemen

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan;

21. men)rusun laporan dan rekomendasi penerbitan

surat keterangan ketelusuran;
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22, me\akukan evaluasi berkas investigasi kasus

penahan anlpenolakan mutu dan keamanan hasil

perikanan;

23. melakukan evaluasi kesesuaian dokumen dan

hasil pengujian contoh; dan

24. melakukan evaluasi Pemanfaatan nomor

registrasi.

d. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama,

meliputi:

1. mengkaji rancangan program kerja tahunan

pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan;

2, merekomendasikan program kerja talrunan

pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan;

3. melakukan Inspeksi di negara mitra di tambak

pe mbenihan / pembe s ar an f kap aI I pe labuhan I tem

pat pendaratan ikan/ tempat pemasaran

ikan lunit pemasok/Unit Pengolahan lkan;

4. melakukan kajian inisiasi kerjasama Sistem

Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

5. melakukan pembahasan draft inisiai kerjasama

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan;

6. melakukan kesepakatan/persetujuan kerjasama

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan;

7. melakukan diseminasi kerjasama Sistem Jaminan

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

8. merekomendasikan penerbitan sertifikat/ surat

keterangan untuk pengendalian Sistem Jaminan

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

9. melakukan diseminasi regulasi pengendalian

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan;

10. melakukan evaluasi dan rekomendasi hasil

inspeksi;

\l
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11. melakukan evaluasi pemasukan/pengeluaran

produk perikanan;

12. melakukan evaluasi dan rekomendasi hasil

surveilen;

13. menyusun rekomendasi

penahananfpenolakan mutu dan keamanan hasil

perikanan;

14. menJrususn rekomendasi pemasukanl

pengeluaran produk perikanan;

15. membuat rekomendasi terkait permasalahan

s ertifikat ke s ehatan / H e alth C ertifi.cat e (HCl ;

16. melakukan evaluasi dan rekomendasi kegiatan

kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan;

17. melakukan evaluasi draft regulasi pengendalian

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan; ii

18. melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil

monitoring; dan

19. membuat rekomendasi hasil monitoring.

Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang melaksanakan

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang melaksanakan
kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai Angka
Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur lebih lanjut
oleh Instansi Pembina.

terkait kasus

(2)

(3)

(4)
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Bagian Kedua

Hasil Kerja

Pasal I
Hasil kerja tugas jabatan bagi Jabatan F\rngsional Inspektur
Mutu Hasil Perikanan sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:
a. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama, meliputi:

1. dokumen program kerja bulanan pengendalian Sistem
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil perikanan;

2. dokumen program kerja tahunan pengendalian Sistem

Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil perikanan;

3. laporan audit kecukupan dalam rangka pelaksanaan

inspeksi penerapan sistem Jaminan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan di tambak
pembenihan lpembes aran f kapal lpelabuhan/ tempat
pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit
pemasok/Unit pengolahan lkan;

4. laporan verifikasi lapangan di Tambak pembenihan/
pembes aran f kapal/ pelabuhan ltempat pendaratan
ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/unit

Pengolahan Ikan;

5. laporan audit kecukupan;
6. laporan surveilan;

7. laporan verifikasi kebenaran dan kesesuaian
permohonan penerbitan sertifikat kesehatanl Health
Certificate (HC);

laporan supervisi terhadap penerapan cara
Penanganan Ikan yang Baik di pemasok (cpIB);
laporan supewisi terhadap pengendalian produk
perikanan di pintu
pemasukan lpengelu aran f perbatasan;

10. laporan verifikasi permohonan registrasi Negara mitra;
1 1. laporan identifikasi kebutuhan penyusunan standar

prosedur dan kriteria standardisasi;
12. laporan data primer/ bahan perumusan standar

prosedur dan kriteria standardisasi;

8.

9.
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13. laporan data primer/bahan Perumusan regulasi

pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan;

14. laporan pengamatan mutu dan keamanan hasil

perikanan;

15. laporan hasil verifikasi ketelusuran;

16. laporan validasi/verifikasi metode

sederhana;

penguJlan

17. laporan pengujian tingkat sedang;

18. laporan hasil verifikasi ketelusuran;

19. laporan evaluasi kesesuaian data penerbitan sertifikat

kesehatanlHealth Certificate (HC) dengan produk yang

dimuat;

20. laporan evaluasi kegiatan pengambilan sample; dan

21. laporan verifikasi data hasil pengujian dalam rangka

penerbitan LHU (lembar hasil uji) dan atau penerbitan

sertifikat kesehatan tingkat sederhana.

b. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda, meliputi:

1. dokumen program kerja tahunan pengendalian Sisterir

Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

2. dokumen program kerja bulanan pengendalian Sistem

Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

3, dokumen hasil pemeriksaan dan penyempurnaan

program kerja tahunan sistem pengendalian jaminan

mutu dan keamanan hasil perikanan;

4. dokumen hasil pemeriksaan dan penyempurnaan

program kerja bulanan sistem pengendalian jaminan

mutu dan keamanan hasil perikanan;

5. laporan audit kecukupan dalam rangka inspeksi
penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan di tambak pembenihan/pembes aranf kapal/
pelabuhan/ tempat pendaratan ikan/ tempat
pemasaran tkan lunit pemasok/unit Pengolahan Ikan;

6. laporan Inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan;

7. laporan verifikasi tindakan perbaikan lapangan di
tambak pembenihan/pembes aran f kapallpelabuhanl
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tempat pendaratan ikan ltempat pemasaran ikan/unit

pemasok/ Unit Pengolahan Ikan;

8. Iaporan verifikasi draft sertifikat Hazard. Analgsis and

Critical Control Point;

9. laporan verifikasi dokumen di tambak

pembenihan/ pembes aranf kapal/ pelabuhan I tempat

pendaratan ikan/ tempat pemasaran ikan/unit

pemasok/Unit Pengolahan Ikan;

10. laporan verifikasi rekaman ketelusuran di tambak

pembenihan/pembesaranf kapallpelabuhrt/ tempat

pendaratan ikan/ tempat pemasaran ikan/unit
pemasok/Unit Pengolahan lkan;

1 1. Iaporan hasil investigasi kasus penahanan/penolakan

mutu dan kemanan hasil perikanan;

12. laporan persiapan bahan dan daftar target supervisi

penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan;

13, laporan supervisi terhadap pelaksanaan inspeksi

penerapan Hazard Analysis and Critical Control Point;

14. laporan supervisi terhadap kesesuaian penerbitan

sertifikat kesehatan I Health Certificate (HCI;

15. laporan supervisi terhadap penerapan Cara

Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di kapal;

16. laporan supervisi terhadap penerapan Cara Budidaya

Ikan yang Baik (CBIB);

17. laporan supervisi terhadap pemanfaatan nomor

registrasi negara mitra;
18. draft kuisioner kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan;

19. laporan identifikasi kebutuhan regulasi (peraturan/
pedomanl petunjuk pelaksanaanf petunjuk teknis/
Standard Oprational Procedure f instruksi kerja) ;

20.laporan penyLlsunan draft regulasi pengendalian

sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

2r. rancangan pengambilan sampel (tahap pengambilan

sampelr p&r&ffieter uji, tujuan);
22. laporan kalibrasi internal peralatan sedang;
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23. laporan kalibrasi internal peralata.n sulit;

24. laporan uji banding/uji profisiensi;

25. laporan validasi/verifikasi metode pengujian sedmg;

26. Iaporan pengujian tingkat suli!
27 .laporan verifikasi data hasil pengujian dalam rangka

penerbitan LHU (Lembar Hasil Uji) dartlatau

penerbitan sertifikat kesehatan tingkat sedang;

28. laporan evaluasi hasil verifikasi ketelusuran di tambak

pembenihan/pembes aranfkapal/pelabuhutl tempat

pendaratan ikan/ tempat pemasaran ikan/unit

pemasok/ Unit Pengolahan lkan;

29. Laporan evaluasi penerbitan sertifikat

kesehatanl Health Certificate (HC); dan

30. laporan rekapitulasi hasil evaluasi dan rekomendasi

pemanfaatan nomor registrasi.

c. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya, meliputi:

1. dokumen program kerja tahunan pengendalian Sistem

Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

2, dokumen program kerja bulanan pengendalian Sistem

Jaminan Mutu dan Keamartan Hasil Perikanan;

3. dokumen hasil verifikasi program kerja tahunan

pengendaliarr Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan;

4. dokumen hasil verifikasi program kerja bulanan

pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan;

5. laporan analisis dalam rangka penentuan kategori

temuan hasil inspeksi;

6. laporan evaluasi data dan informasi terkait notifikasi

kasus penahananf penolakan mutu dan keamanan

hasil perikanan;

7. Iaporan hasil investigasi kasus penahanan/penolakan

mutu dan keamanan hasil perikanan;

8. laporan supervisi terhadap penarlganan kasus

penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil
perikanan;

9. laporan supervisi terhadap sistem manajemen mutu;
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lO, drafi, inisiasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan;

1 1. laporan pembahasan draft regulasi pengendalian

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

12. laporan validasi/verifikasi metode pengujian tingkat

sulit;

13. laporan penyelenggaraan uji profisiensi (prouider);

14. laporan penyeliaan pengujian contoh;

1 5. laporan verifikasi data hasil pengujian tingkat sulit
dalam rangka penerbitan LHU (Lembar Hasil Uji)

dan I atau penerbitan sertifikat kesehatan;

16. laporan penyusunan/revisi konsep dokumen Sistem

Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

17. laporan validasi dokumen Sistem Jaminan Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan;

18. laporan audit internal/verifikasi penerapan sistem

manajemen Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan;

19. laporan kaji ulang dokumen/manajemen;

20. laporan verifikasi terhadap kepatuhan pelaku usaha
dan I atau kesesuaian sistem manajemen Pengendalian

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

2I.laporan evaluasi berkas/dokumen tindak lanjut hasil
investigasi kasus penahananf penolakan mutu dan
keamanan hasil perikanan; 

i,
22.Iaporan dan rekomendasi penerbitan surat keterangan

ketelusuran;

23. laporan evaluasi kesesuaian doln:men dan hasil
pengujian sampel; dan

24. Laporan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi.
d. Inspektur Mutu Hasil perikanan Ahli utama, meliputi:

1. dokumen program kerja tahunan pengendalian sistem
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil perikanan;

2. dokumen Hasil verifikasi program Kerja Tahunan
Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanarr

Hasil Perikanan;
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3. laporan inspeksi di negara mitra di tambak

pembenihan/ pembesaranf kapal/pelabuhan/tempat
pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit
pemasok/ Unit Pengolahan Ikan;

4. laporan pembahasan kajian inisiasi kerjasama Sistem

Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanarq

5. Iaporan pembahasan draft inisiasi kerjasama Sistem

Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

6. laporan hasil kesepakatanlpersetujuan kedasama

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

7. laporan hasil diseminasi kerjasama Sistem Jaminan

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

8. rekomendasi penerbitan sertifikat/ surat keterangan

dalam rangka pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan

9. laporan hasil diseminasi regulasi pengendalian Sistem
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

10. laporan evaluasi dan rekomendasi hasil inspeksi;

1 1. Iaporan evaluasi pemasukan/pengeluaran produk
perikanan;

12. laporan evaluasi dan rekomendasi hasil surveilan;
1 3. laporan rekomendasi terkait kasus

penahananf penolakan mutu dan keamanan hasil
perikanan;

14. laporan rekomendasi pemasukan/ pengeluaran
produk perikanan;

15. laporan rekomendasi terkait permasalahan sertifikat
Ke sehatan I He alth C ertificate (HC\ ;

16. laporan evaluasi dan rekomendasi kegiatan kerjasama
sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil perikan"4i,

17. Iaporan evaluasi draft regulasi pengendalian sistem
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil perikanan;

18. laporan evaluasi dan tindak lanjut hasil monitoring;
dan

19. laporan rekomendasi hasil monitoring.
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Pasal 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Inspektur Mutu Hasil

Perikanan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk
melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 ayat (1) maka Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang berada

satu tingkat di atas, atau satu tingkat di bawah jenjaq+g

jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan

penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang

bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

a. Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang melaksanakan

tugas Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang berada satu

tingkat di atas jenjang jabatanDy&, Angka Kredit yang

diperoleh ditetapkan paling besar 80% (delapan puluh
persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

b. Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang melaksanakan

tugas Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang berada satu
tingkat di bawah jenjang jabatanDya, Angka Kredit yang
diperoleh ditetapkan paling besar Loovo (seratus persen)

dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini. ,,,



-24-

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1 I

Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan

Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan yaitu pejabat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
l

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur

Mutu Hasil Perikanan dilakukan melalui pengangkatan:

1. pertama;

2. perpindahan dari jabatan lain;

3. penyesuaian (inpassing); dan

4. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 13

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur
Mutu Hasil Perikanan melalui pengangkatan pertama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 angka 1, harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijaa,ah paling rendah sarjana (s1) atau Diploma IV
(DIV) bidang perikanan, biologi, kimia, teknologi/ilmu
pangan, atau ilmu grzi;

e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis,

kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial

kultural sesuai standar Kompetensi yang telah

disusun oleh Instansi Pembina; dan
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f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam

1 (satu) tahun terakhir.

Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi

lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur

Mutu Hasil Perikanan dari Calon PNS.

Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (21 setelah

diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji

kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam

Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pating lama 3

(tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus

pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan

pelatihan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)

berdasarkan konsepsi Hazard Analysis and Criticdt

Control Point bidang perikanan.

Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang belum mengikuti

danlatau tidak lulus pendidikan dan pelatihan

fungsional, dan pelatihan Program Manajemen Mutu
Terpadu (PiUMT) sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diberhentikan dari j abatannya.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur
Mutu Hasil Perikanan melalui perpindahan dari jabatan

lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 angka 2,

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
berstatus PNS;

memiliki integritas dan moralitas yang baik;

sehat jasmani dan rohani;

berijazah paling rendah sarjana (sl) atau Diploma IV
(DIV) bidang perikanan, biologi, kimia, teknologi/ilmu
pangan, atau ilmu gtzi; ,ll

(3)

(4)

(s)

(1)

a.

b.

c.

d.
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e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,

Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial

Kultural;

f. memiliki pengalaman di bidang Pengendalian Mutu

dan Keamanan Hasil Perikanan paling sedilut 2 (dua)

tahun;

g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam

2 (dua) tahun terakhir; dan

h. berusia paling tinggi:

1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan

menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Mutu

Hasil Perikanan Ahli Pertama dan Jabatan

Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli

Muda;

21 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan

menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Mutu
Hasil Perikanan Ahli Madya; dan

3) 60 (enam putuh) tahun bagi yang akan

menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Mutu

Hasil Perikanan Ahli Utama bagi PNS yang telah

menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pengangkatan Jabatan F\rngsional Inspektur Mutu Hasil

Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan
untuk jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil

Perikanan yang akan diduduki,
Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yaitu sarna dengan pangkat yang

dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai

dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(a) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lamar0
(dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus
diklat fungsional kategori keahlian di bidang
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan, dan

(3)

(4)

(s)
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pelatihan Program Manajemen

berdasarkan konsepsi Hazard

Control Point bidang perikanan.

Mutu Terpadu (PMMT)

Analgsis and Cntical

Pasal 15

Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang telah

memperoleh ijaaaln Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dapat

diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu

Hasil Perikanan, dengan syarat sebagai berikut:

a. tersedia lowongan kebutuhan untuk Jabatan

Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas

Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil

Perikanan;

c. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Teknis,

Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial

Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang

telah disusun oleh Instansi Pembina; i"'

d. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di

bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan;

e. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang

ditentukan; dan

f. memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang
III / a.

Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang akan
diangkat menjadi Inspektur Mutu Hasil perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan Angka
Kredit dari ijazah, sarjana (st)/Diploma IV (DIV) yang
diperoleh ditambah paling besar 6s% (enam puluh lima
persen) Angka Kredit Kumulatif dari diklat, tugas
jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak
memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

Bagian Keempat

Pengangkatan Melalui penyesuaian (/npass ingl

(2)
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Pasal 16

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur

Mutu Hasil Perikanan melalui penyesuaian (inpassingl

sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 angka 3 harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus sebagai PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berij azah paling rendah Sarj ana (S 1 ) / Diploma IV
(Drv);

e, memiliki pengalaman dalam pelaksanaan hrgas di
bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan paling sediktt 2 (dua) tahun; dan

f. nilai prestasi kinerja paling kurang bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur
Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat
berlakunya Peraturan Menteri ini, memiliki pengalaman

dan masih melaksanakan tugas di bidang pengendalian

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan berdasarkan
keputusan Pejabat yang Berwenang.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (l), paling lama 2
(dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus
pelatihan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)

berdasarkan konsepsi Hazard Analgsis and. criticat
Control Point bidang perikanan.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur
Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan
pada jenjang jabatan yang akan diduduki.
Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (rnpass ingl
dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil
Perikanan, tercantunr dalam Lampiran v yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Menteri ini.

(21

(3)

(4)

(s)
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Angka Kredit Kumulatif tercantum dalam Lampiran V,

hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian

(inpassingl.

Tata cara penyesuaian (inpassingl ditetapkan lebih

lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 17

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur
Mutu Hasil Perikanan melalui promosi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal L2 angka 4 harurs memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. mengikuti dan lulus uji kompetensi

kompetensi manajerial, dan kompetensi

kultural sesuai Standar Kompetensi yang

disusun oleh Instansi Pembina; dan
b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik

2 (dua) tahun terakhir.
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur
Mutu Hasil Perikanan melalui promosi sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) harus mempertimbangkan
ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang
jabatan fungsional yang akan diduduki.
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur
Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KOMPETENSI

Pasal 18

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Inspektur
Mutu Hasil perikanan harus memenuhi standar
Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.

(1)

teknis,

sosial

telaLr

dalam

(21

(3)
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Kompetensi Inspektur Mutu Hasil Perikanan meiiputi:

a. Kompetensi Teknis;

b. Kompetensi Manajerial; dan

c. Kompetensi Sosial Kultural.

Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan

tata cara pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 ditetapkan oleh

Instansi Pembina.

BAB VIII

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 19

setiap PNS yang diangkat menjadi Inspektur Mutu Hasil
Perikanan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji
menurut agama atau kepercayaannya kepada T\rhan

Yang Maha Esa.

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENILAIAIY KINERJA

Pasal 2O

Pada awal tahun, setiap Inspektur Mutu Hasil perikanan

harus menJrusun sKP yang akan dilaksanakan dalam 1

(satu) tahun bedalan.

sKP Inspektur Mutu Hasil perikanan disusun
berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang
bersangkutan.

sKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari
kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit
dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan
syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang
jabatan.

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
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(4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan

oleh atasan langsung.

Pasal 2 I

Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspekhrr Mutu

Hasil Perikanan bertujuan untuk menjamin objektivitas

pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem

karier.

Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Mutu

Hasil Perikanan dilakukan berdasarkan perencanaan

kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau

organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil

dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS,

Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Mutu
Hasil Perikanan dilakukan secara objektif, terukur,

akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Mutu

Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 22

(1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap

tahun.

(21 Pencapaian Angka Kredit

salah satu syarat untuk
kenaikan jabatan.

(3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 merupakan penjumlahan

pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

Pasal 23

(1) Inspektur Mutu Hasil Perikanan setiap tahun harus
mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas

(2)

(3)

(4)

Kumulatif digunakan sebagai

kenaikan pangkat danlatau
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jabatan, penBembangan profesi, dan unsur Penunjang
dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit:

a. t2,5 (dua belas koma lima) untuk Inspektur Mutu
Hasil Perikanan Ahli Pertama;

b. 25 (dua puluh lima) untuk Inspektur Mutu Hasil

Perikanan Ahli Muda;

c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Inspektur

Muttt Hasil Perikanan Ahli Madya; dan

d, 50 (lima puluh) untuk Inspektur Mutu Hasil Perikanan

Ahli Utama.

Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam

angka t huruf d, tidak berlaku bagi Inspektur Mutu Hasil

Perikanan Ahli Utama, yang memiliki pangkat paling

tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Pasal 24

Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi

untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan
jabatan danlatau pangkat Inspektur Mutu Hasil

Perikanan, untuk:
a. Inspektur Mutu Hasil Perikanan dengan pendidikan

sarjana (s 1)/ Diploma IV (DIV) tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. Inspektur Mutu Hasil Perikanan dengan pendidikan
Magister (s2) tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan

Menteri ini; dan

c. Inspektur Mutu Hasil perikanan dengan pendidikan
Doktor (s3) tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan

Menteri ini.

Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harr.s dicapai
Inspektur Mutu Hasil perikanan, yaitu:

(3)

(1)

(2)



a.

b.
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paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka

Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk

sub-unsur pendidikan formal; dan

paling banyak 2)o/o (dua puluh persen) Angka Iftedit
berasal dari unsur penunjang.

Pasal 25

Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda yang akan

naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Inspektur

Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya, Angka Kredit yang

disyaratkan paling banyak 6 (enam) berasal dari sub

unsur pengembangan profesi.

Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya yang akan

naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Inspektur

Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama, Angka Kredit yang

disyaratkan paling banyak L2 (dua belas) berasal dari
sub unsur pengembangan profesi.

Pasal 26

Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang memiliki Angka

Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan jabatan danlatau pangkat setingkat lebih
tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat
diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau
pangkat berikutnya.

Inspektur Mutu Hasit Perikanan yang pada tahun
pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit
yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau
pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada
tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan
paling sedikit 2oo/o (dua puluh persen) Angka Kredit da,lii

jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
jabatan danlatau pangkat setingkat lebih tinggi yang
berasal dari kegiatan tugas jabatan.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 27
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Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahti Utama yang menduduki
pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak
menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling rendah
25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas jabatan
dan pengembangan profesi.

Pasal 28

Inspektur Mutu Hasil perikanan yang secara bersama-
sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan

diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka
pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh
persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh
persen) bagi penulis pembantu;

b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka
pembagian Angka Kredit yaitu so% (lima puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masin g 2So/o

(dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka

pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masin g 2o%
(dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan

d' Apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan
penulis utama dan penulis pembantu maka
pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang
sama untuk setiap penulis.

Jumlah penulis pembantu sebagaimana dirnaksud pada
ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB X
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGIG KREDIT

Pasal 29
untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerjqy
Inspektur Mutu Hasil perika'an rnendokumentasikan

(2)

(1)
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hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang

ditetapkan setiap tahunnya.
(21 untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka

Kredit, setiap Inspektur Mutu Hasil perikanan harus
mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang
dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian
dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

(3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat
kegiatan sesuai dengan SKp yang ditetapkan setiap
tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik atau daftar
rekapitulasi bukti fisik.

(4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagal
bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Inspektur
Mutu Hasil Perikanan.

BAB XI
PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGI{A KREDIT, PEJABAT

YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT,

DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 30
Usul penetapan Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil perikanan

diajukan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi pratama di bidang
kesekretariatan kepada pejabat pimpinan Tinggi Madya
yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan untuk Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil
Perikanan Ahli Madya dan Inspektur Mutu Hasil
Perika'an Ahti utama di lingkungan Kementerian
Kelautan dan perikanan;

':,ljr,

b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian
kepada Pejabat pimpinan Tinggi pratama di bidang
kesekretariatan pada unit Jabatan pimpinan Tinggi Madya
yang membidangi pengendalian Mutu dan Keamanan
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Hasil Perikanan untuk Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil

Perikanan Ahli Pertama dan Inspektur Mutu Hasil

Perikanan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Kelautan

dan Perikanan; dan

c. Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk
Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli
Pertama dan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda

di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kementerian

Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 31 ir

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk
Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahti Madya
dan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli utama di
lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan dan
unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan
Perikanan; dan

b. Pejabat Pimpinan Tinggi pratama di bid.ang

kesekretariatan pada unit Jabatan pimpinan Tinggi Madya
yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan untuk Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil
Perikanan Ahli Pertama dan Inspektur Mutu Hasil
Perikanan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian
Kelautan dan Perikanan.
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Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 32

Dalam menjalankan tugasnya,

dimaksud dalam Pasal 31 dibantu

pejabat sebagaimana

oleh Tim Penilai yang

terdiri atas:

a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan untuk Angka Iftedit Inspektur Mutu Hasil
Perikanan Ahli Madya dan Inspektur Mutu Hasil

Perikanan Ahli Utama di lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis

Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
b. Tim Penilai unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengendalian

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Angka Kredit
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli pertama dan
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana
Teknis Kementerian Kelautan dan perikanan.

Pasal 33

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal gz

terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang
membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan, unsur kepegawaian, dan Inspektur Mutu
Hasil Perikanan.

susunan keanggotaan Tim penilai sebagai berikut:
a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (21

harus berjumlah ganjil.

(1)

(21

(3)



(4)

(s)

(6)
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Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

atau Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya.

Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.

Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Inspektur Mutu

Hasil Perikanan.

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

a. menduduki jabatan lpangkat paling rendah sama

dengan jabatan/pangkat Inspektur Mutu Hasil
Perikanan yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai
kinerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan; dan

c. aktif melakukan penilaian kinerja.
Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari
Inspektur Mutu Hasil Perikanan, anggota Tim penilai

dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi

untuk menilai kinerja Inspektur Mutu Hasil perikanan.

Pembentukan dan susunan anggota Tim penilai

ditetapkan oleh:

a' Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan

pada Kementerian Kelautan dan perikanan untuk
Tim Penilai Pusat; dan

b. Pejabat Pimpinan Tinggi pratama di bidang

Kesekretariatan pada unit Jabatan pimpinan Tinggi
Madya yang membidangi pengendalian Mutu dan
Kearnanan Hasil perikanan pada Kementerian
Kelautan dan Perikanan untuk Tim penilai unit
Kerja.

Pasal 34

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil perikanan

(B)

(e)
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ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku
Pimpinan Instansi Pembina Jabatan F\rngsional Inspektur
Mutu Hasil Perikanan.

BAB XII
KENAIIGN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 35

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan
Fungsional Inspektur Mutu Hasil perikanan dilakukan
sesuai dengan ketentuan peratur€u1. perundang-
undangan.

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan
kebutuhan jabatan.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 36
Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi
Inspektur Mutu Hasil perikanan dilakuka' sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan
kebutuhan jabatan.

selain memenuhi syarat kineda, Inspektur Mutu Hasil
Perikanan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat
lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi,
dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi
Pembina.

(21

(1)

(21

(3)
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BAB XIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 37

untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
Inspektur Mutu Hasil Perikanan diilia:tsertakan pada
pelatihan,

Pelatihan yang diberikan bagi Inspektur Mutu Hasil
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan
danlatau pertimbangan dari Tim penilai.

Pelatihan yang diberikan kepada Inspektur Mutu Hasil
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
bentuk:

a. pelatihan fungsional; dan
b. pelatihan teknis.

selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Inspektur Mutu Hasil perikanan dapat mengembangkan
kompetensinya melalui program pengembangan
kompetensi lainnya.
Program pengembangan kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4):

a. mempertahankan keahlian sebagai Inspektur Mutu
Hasil Perikanan (maintain rating);

b. seminar;

c. lokakarya (workshop); atau
d. konferensi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan
pengembangan kompetensi serta pedoman penyLrsunan
analisis kebutuhan pelatihan Jabatan F\rngsional
Inspektur Mutu Hasil perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan
Menteri Kelautan dan perikanan.

KEBUTUHAN PNS

INSPEKTUR

BAB XIV

DALAM JABATAN FUNGSIONAL

MUTU HASIL PERIKANAN

(3)

(4)

(s)

(6)
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Pasal 38

Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan dihitung berdasarkan
beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
a. ruang lingkup Pengendalian Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan;

b. jumlah obyek Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan; dan

c. frekuensi pelaksanaan pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan.

Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil perikanan diatur tebih lanjut oleh
Menteri Kelautan dan perikanan selaku pimpinan
Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan Menteri.

BAB XV

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian dari Jabatan Fungsionar

Pasal 39
Inspektur Mutu Hasil perikanan diberhentikan dari
jabatannya apabila:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai pNS;

c. menjalani cuti di luar tanggUngan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan pimpinan

Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan pengawas,

dan Jabatan pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
Inspektur Mutu Hasil perikanan yang diberhentikan
karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali
sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia

(21

(1)

(2)
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kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil

Perikanan.

(3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan F\rngsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2],, dilakukan dengan menggunakan Angka
Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan

Angka Kredit dari pengembangan profesi.

BAB XVI
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 40
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil
Perikanan yaitu Kementerian Kelautan dan perikanan.

Pasal 4 I
Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan
Fungsional Inspektur Mutu Hasil perikanan yang
bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya
standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menlrusun pedoman formasi Jabatan Fungsional

Inspektur Mutu Hasil perikanan;

b. menyusun standar Kompetensi Jabatan F\rngsional
Inspektur Mutu Hasil perikanan;

c. men)4rsun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil
Perikanan;

d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoma'
penilaian kualitas hasil kerja Inspektur Mutu Hasil
Perikanan;

e. menJrusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya
Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang pengendalian

Mutu dan Keamanan Hasil perikanan;

f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan F\rngsional
Inspektur Mutu Hasil perikanan;

(21
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g. men5rsJenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional

Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan pada lembaga
pelatihan;

i. menyelenggarakan uji kompetensi

Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan;
j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di

bidang tugas Jabatan t\rngsional Inspektur Mutu
Hasil Perikanan;

k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksariaan dan
petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Mutu
Hasil Perikanan;

l. mengembangkan sistem informasi Jabatan
Fungsional Inspektur Mutu Hasil perikanan;

m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan
Fungsional Inspektur Mutu Hasil perikanan;

n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi
Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik
profesi dan kode perilaku Jabatan F\rngsional
Inspektur Mutu Hasil perikanan;

p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan
mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan
oleh Lembaga Administrasi Negara; dan

q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan
Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

(3) Instansi pembina dalam melaksanakan tugas
pengelolaan wajib menyampaikan secara berkala setiap
tahun hasil peraksanaan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e,
huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan
huruf e, pengelolaan Jabatan Fungsional yang dibina'ya
sesuai dengan perkembangan pelaksanaan Jabatan
Fungsional kepada Menteri dengan tembusan Kepala
Badan Kepegawaian Negara.

Jabatan
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Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap

tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf f, huruf g, huruf h, humf j, dan huruf p
kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji
kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil
Perikanan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) huruf i
diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan.

BAB XVII

ORGANISASI PROFESI

Pasal 42

Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil perikanan

wajib memiliki I (satu) organisasi profesi.

Inspektur Mutu Hasil perikanan wajib menjadi anggota
organisasi profesi Jabatan F\:ngsional Inspektur Mutu
Hasil Perikanan.

Pembentukan organisasi profesi Jabatan Ftrngsional
Inspektur Mutu Hasil perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi pembina.

organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Mutu
Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menJrusun kode etik dan kode perilaku profesi.
organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Mutu
Hasil Perikanan mempunyai tugas:
a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
b. memberikan advokasi; dan
c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas

pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan
oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur
Mutu Hasil Perikanan setelah mendapat persetujuan dari
pimpinan Instansi pembina.

(s)

(1)

(21

(3)

(41

(s)

(6)
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(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
pembentukan organisasi profesi Jabatan F\rngsional

Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan hubungan kerja
Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan
Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan diatur lebih
lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku
Pimpinan Instansi pembina.

BAB )fl/III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Inspektur Mutu Hasil perikanan yang mendapat
penghargaan sebagai Inspektur Mutu Hasil perikanan

Teladan diberi Angka Kredit untuk kenaikan
jabatan /pangkat dengan ketentuan LSo/o (lima belas
persen) Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui
sebagai tugas jabatan dalam penilaian Angka Kredit.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria dan penetapan

Inspektur Mutu Hasil perikanan Teladan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peratura.n Menteri
Kelautan dan perikanan.

(1)

(2)

Pasal 44
Untuk kepentingan organisasi dan
Inspektur Mutu Hasil perikanan dapat
jabatan lain sesuai dengan ketentuan
undangan dengan persetujuan pejabat

pengembangan karir,
dipindahkan ke dalam
peraturan perundang-

Pembina Kepegawaian.

Pasal 45
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu
Hasil Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak
dapat dilakukan seberum pedoman perhitungan kebutuhan
Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil perikanan
ditetapkan.
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Pasal 46

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Keputusan pembebasan sementara bagi pejabat

Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutr,r Hasil
Perikanan kategori keahlian pada badan yang
membidangi Pengendalian Mutn dan Keamanan Hasil
Perikanan, dikarenakan tidak dapat mengumpulkan
Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4T
Tahun 2or4 tentang perubahan atas peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor o 1 Tahun 2orL tentang Jabatan
Fungsional Pengawas perikanan dan Angka Kreditnya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor
L872) dinyatakan tidak berlaku dan diangkat kembali
dalam Jabatan Fungsional pengawas perikanan Kategori
Keahlian.

'Pejabat Fungsional yang diangkat kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan ke dalam Jabatan
Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan berdasarkan
Peraturan Menteri ini.
Keputusan pembebasan sement ara bagi pejabat
Fungsional Pengawas perikanan bidang Mutu Hasil
Perikanan Kategori Keahlian pada badan yang
membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan, karena:
a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau

tingkat berat berupa penurunan pangkat;
b. diberhentikan sementara sebagai pNS;

c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan F\rngsionar
Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil perikanan;

d. menjalani cuti di ruar tanggungan negara; atau
e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
sebelum berlakunya peraturan Menteri ini dan sedang
dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

(2)

(3)
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Birokrasi Nomor 01 Tahun 2oLL tentang Jabatarr
Fungsional Pengawas perikanan dan Angka Kreditnya
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4T Tahun 2oL4 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 0l rahun 2oL1 tentang
Jabatan Fungsional pengawas perikanan dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor L872), dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 47
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap
PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pengawas
Perikanan bidang Mutu Hasil perikanan Kategori
Keahlian pada badan yang membidangi pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil perikanan, dapat dilakukan
penyesuaian nomenklatur jabatan sebagai berikut:
a. Jabatan Fungsional pengawas perikanan Kategori

Keahlian bidang Mutu Hasil perikanan pertama
disesuaikan nomenkratur jabatannya daram
Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil perikanan
Ahli pertama;

b. Jabatan Fungsional pengawas perikanan Kategori
Keahlian bidang Mutu Hasil perikanan Muda
disesuaikan nomenklatur jabatannya daram
Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil perikanan
Ahli Muda;

c. Jabatan Fungsional pengawas perikanan Kategori
Keahlian bidang Mutu Hasil perikana' Madya
disesuaikan nomenklatur jabatannya daram
Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil perikanan
Ahli Madya; dan

d. Jabatan Fungsional pengawas perikanan Kategori
Keahlian bidang Mutu Hasil perikanan Utama
disesuaikan nomenkratur jabatannya daram
Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil perikan€rn
Ahli Utama.
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Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap
PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pengendali

Hama dan Penyakit Ikan Kategori Keahlian pada badan
yang membidangi karantina ikan dan melaksanakan
sebagian tugas Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan paling singkat 3 (tiga) tahun, dapat dilakukan
penyesuaian nomenklatur jabatan sebagai berilnrt:
a. Jabatan Fungsional pengendali Hama dan penyakit

Ikan Pertama disesuaikan nomenklatur jabatannya
dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil
Perikanan Ahli pertama;

b. Jabatan Fungsional pengendali Hama dan penyakit
Ikan Muda disesuaikan nomenklatur jabatannya
dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil
Perikanan Ahti Muda;

c. Jabatan Fungsional pengendali Hama dan penyakit
Ikan Madya disesuaikan nomenklatur jabatannya
dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil
Perikanan Ahli Madya; dan

d. Jabatan Fungsional pengendali Hama dan penyakit
Ikan utama disesuaikan nomenklatur jabatannya
dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil
Perikanan Ahli Utama

PNS yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21

melaksanakan tugas jabatan Inspektur Mutu Hasil
Perikanan tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini

Pasal 48
Pada saat Peraturan Menteri ini murai berraku, terhadap
PNs dengan formasi Jabata' Fungsional pengawas
Perikanan Kategori Keahlian bidang Mutu Hasil
Perikanan pada badan yang membidangi pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil perikanan, dan terah
mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi,
dapat dilakukan penyesuaia' nomenklatur jabatan dan

(3)

(1)
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diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu

Hasil Perikanan.

(2) PNS yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya dan

diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu
Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melaksanakan tugas jabatan Inspektur Mutu Hasil
Perikanan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 49

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan dan dinilai
berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun
2OL1 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan
Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 4T Tatrun 2OL4 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Negara pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor O I Tahun
20 1 1 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan
Angka Kreditnya, atau peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 22 Tahun 20l o tentang Jabatan Fungsional
Pengendali Hama dan penyakit Ikan dan Angka Kreditnya,
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 2 Tahun 2OL7 tentang Penrbahan atas Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara d+p
Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan
Fungsional Pengendali Hama dan penyakit Ikan dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 16ll;
dinyatakan tetap berlaku.
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BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50 ll

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu
Hasil Perikanan melalui penyesuaian (fnpass ingl sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk
paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan Menteri ini
diundangkan.

Pasal 51

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (3) dilaksanakan paling lama s (Iima)

tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatal
Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan diatur dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan
kewenangan masing-masing.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan
mengenai pengawasan perikanan bidang penangkapan ika.n
dan pembudidayaan ikan dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 01 Tahun 20 I 1 tentang Jabatan Fungsional pengawas
Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana tetah diubah
dengan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2OL4 tentang
Perubahan atas peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor o 1 Tahun 2orL
tentang Jabatan Fungsionar pengawas perikanan dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4
Nomor Ls72l, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang



belum

Menteri

- 51

berdasarkan ketentuan dalam Peraturan

Pasal 54

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan
mengenai pengawasan prikanan bidang mutu hasil perikanan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun }OLL tentang Jabatan
Fungsional Pengawas perikanan dan Angka Kreditnyh
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 47 Tahun 2OI4 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 01 Tahun 201 1 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 1872) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri

diundangkan.

Pasal 55

mulai berlaku pada tanggal

diganti

ini.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Januari 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Januari 20 18

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OL8 NOMOR 2OO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi publik,

s**€ l,l . e;2*6s1ll^{ib
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LAMPIRAN I

PERATU RAN MENTERI PEN DAYAGU NAAN APA RATU R N EGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU
HASIL PERIKANAN

RINCIAN BUTIR KEGI,ATAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

NO UNSUR SUB UNSUR URAIAN KEGIATAN/TUGAS HASIL KERJA/ OUTPUT
ANGKA
KREDIT

PELAKSANA

I 2 3 4 5 6 7
I Pendidikan

l"
Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah /gelar Mengikuti pendidikan sekolah dan menperoleh ijaz.ah lgelar

I Doktor (S3) Iiaza-h 200 Semua lenjang
2 Magister (S2) Iiazah 150 Semua
3 Sariana {Sl Iiazah lo0 Semua ieniang

Pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis di
bidang Perqgendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perftanan dan memperoleh surat tanda tanat
pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat

Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang
Pengendalian Mutu dan Keananan Hasil Perikanan dan rnemperoleh surat
tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPH atau sertifikat
t [,amanya 961 iam atau lebitr Sertifikat l5 Semua jenjang

2 Lamanya antara 64 I s.d 960 iam Sertifrkat 9 Semua ienjane
3 l.amanya antara 481 s.d 640 jam Sertifikat 6 Semua.ienjang
4 Lamanya antara 16l s"d48O jam Sertifikat 3 Serrua jenjarrg

5 Lamanya antara 8l s.d 16O ia- Sertifikat 2 Semua ienianc
6 Lamanva antara 3O s.d 8O iam Sertilikat I Semua ieniane
7 l^amanya kurang dari 3O jam Sertifikat o.5 Semua jenjang

c. Pendidikan dan pelatihan Pr4f abatan Prajabatan Golongan III Sertifikat 2 Semua jenjang

II Pengendalian Mutu dan
dan Keamanan Hasil
Perikanan

A Perencanaan Pengendalian Mutu dan Kearnanan
Hasil Perikanan

I Men5rusun program kerja pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan:

a Proqram keria tahunan Laporan
I Ketua o.60 Ahli Utama
2) Anggota o.45 Ahli Madva

o.30 Ahli Muda
o. l5 Ahli Pertama

b Program keria bulanan Laporan
I Ketua o.40 Ahli Utama
2l Anggota 0.30 Ahli MadYa

o.20 Ahli Muda
o, t0 Ahli Pertama

2 Memeriksa dan menyempurnakan program keq'a pengendalian Sistem
Jaminan Mutu dan Kearnanan Hasil Perikanan:

a lahunan La.ooran
I Ketua o.40 Ahli Utama
2l Angqota o.30 Ahli Madya

o-20 Ahli Muda

o.l0 Ahli Pertama



NO UNSUR SUB UNSUR URAIAN KEGIATAN/TUGAS HASIL KERJA/ OUTPUT
ANGKA
KREDIT

PELAKSANA

2 3 4 5 6 7

b Bulanan Laporan
I Ketua 0.20 Ahli Utama
2l Anggota o.l5 Ahli Madva

o. t0 Ahli Muda
o.05 Ahli Pertama

B Pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan

I Pelaksanaan Inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan di tambak
pemben ihan/ pem besaran I kapJ I pl abuhan/ te m pat pendaratan
ikan/ tempat pemasaftul ikan/unit pemasok/UPl

a Mensumpulkan bahan untuk audit kecukupan Laporan 0.03 Ahli Pertama
b M elakukan audit kecukupan Laporan 0.06 Ahli Muda
c Melakukan inspeksi penerapatr Sistem Jarninan Mutu dan Laporan o.lo Ahli Muda

d M elakukan verifi kasi tind akan pe rbai kan lapangan Laporan 0. lo Ahli Muda

e Melaku-kan inspeksi di nesara mitra Laporan o.60 Ahli Utama
f Melakukan analisis dalam rangka penentuan katqori temuan

hasil inspeksi
l,aporan o.t2 Ahli Madya

s m emverifi kasi draft sertifi kat HACCP Laooran o.06 Ahli Muda
2 Pelaksanaan verifikasi ketelusuran di tambak

pembenihan/ pembesaran/ kapal/ pelabuhan/ tempa.t pendaratan
ikan/ tempat pemasarErn ikan/ unit pem asok/ U PI

a Melaksanakan verifikasi lapanean Laporan o.05 Ahli Pertama
b Melaksana-kan verifikasi dokumen Laporan o.lo Ahli Muda
c Melaksanakan verifikasi rekaman ketelusuran Larroran 0.04 AhU Muda
d m err.eanalisis hasfl verifi kasi ketelusuran Laporan o.04 Ahli pertama

3 Pelaksanaan surveilart
a Melakukan audit kecukupan Laporan o.05 Ahli Pertama
b Melakukan surveilan Laporan o.05 Ahli Pertama

4 Pelaksanaan investi.easi
a Melakukan evaluasi data dan informasi terkait notifikasi kasus

penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan
Laporan Internal Suspend o.t2 Ahli Madya

b M e lakukan inve s tigasi penah an an / penolakan m u tu dan keamaman
hasil perikanan, sebagai:

Laporan

l) I (etua 0. l5 Ahli Madva
2ll ngsota 0. I0 Ahli Muda

J Pelaksanaan penerbitan HC
a Melakukan verifikasi kebenaran dan kesesuaian permohonan Laporan 0.04 Ahli Pertama

6 Pelaksanaan supervisi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan

a Menviapkan bahan dan daftar target supervisi penerapan Sistem Laporan o.lo Ahli Muda
b Melaksanakan suDervisi terhadap:

l) |
tenerapan HACCP Laporan o. lo Ahli Muda

2tl 'enerbitan HC Lanoran 0.10 Ahli Muda



NO UNSUR SUB UNSUR URAI-AN KEGIATAN/TUGAS HASIL KER.IAI OUTPUT
ANGKA
KREDIT

PELAKSANA

I 2 3 4 5 6 7

3) Penerapan Cara Penanganan lkan yang Baik di Pemasok
{CPIBPI

Laporan o.05 Ahli Pertama

4) Penerapan Cara Penangaran Ikan yang Baik di Kapal (CPIB) L.a.poran 0. r0 Ahli Muda

s) PeneraDan Cara Budidava lkan vang Baik (CBIB) [,aporan o.10 Ahli Muda

6l Penanganan kasus penahanan / penolalan Laporan 0.15 Ahli Madva
7l Pengendalian produk perikanan di pintu

pemasukan/ pengeluaran/ perbatasan
Laporan o.05 Ahli Pertama

8) Pemanfaatan nomor reeistrasi negara mitra laporan o. r0 Ahli Muda

9l Sistem manaiemen mutu Laporan o. l5 Ahli Madva
7 Pelaksanaan Penyusunan Harrnonisasi Sistem Jaminan Mutu dan

Kearnanan Hasil Perikanan Nasicnal dan Internasional

a Menyiapkan kuesioner keg'asama Sistem Jaminan Mutu dan
Kearnanan Hasil Perikanan

Laporan o.10 Ahli Muda

b Membuat draft inisiasi kerjasarna Sistem Jaminan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan

Draft 0. t5 Ahli Madya

c Melakukan pembahasan draft inisiasi kerjasama Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Laporarr o.20 Ahli Utama

d M elakukan ke sepa.katan/ perse tujuan ke rj asama S is tem J am inan
Mutu dan Kearoanan Hasil Perikanan

Laporan 0.20 Ahli Utarna

e Melakukan diseminasi kerjasama Sistem Jarninan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan

Laporan 0.20 Ahli Utama

f Melakukan identifikasi kebutuhan regulasr
(Peraturan/ Pedoman/J uklak/Juknis/ SOP/ lnstruksi Kerja)

Laporan o.lo Ahli Muda

s. M e lak ukan pe rrsum pulan data / bahan Dem m usan regul as i
Data himer [,arcran o.05 Ahli rertarna

h Melakukan penJrusunan draft regulasi pengendalian Sistem
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

laporan o. l0 Ahli Muda

I Melakukan pembahasan draft reeulasi L,aporan o. l5 Ahli Madva

Melalrukan diseminasi reeu lasi [,aporan o.20 Ahli Utarna

k M elakukan verifikasi pernr ohon an regi s tra s i n esara m itra [,aporan o.a2 Ahli oertama
I Me re komenrle sikan pe nerbitan serti fi ka t / s u rat ke terangan dal am Bahan rekomendasi o.20 Ahli Utama

8 Pelaksanaan monitorinc
melakukan monitoring mutu dan keamanan hasil perikanan laporan 0.05 Ahli pertama

Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu
Laboratorium

I Pelaksanaan pengambilan contoh

M enyiapkan Erncangan pe ngam bil an contoh (tahap pengam bilan
contoh, parameter uji, tujuan)

Laporan o. l0 Ahli Muda

2 Pelaksanaan pensuiian contoh
a Melalrukan kalibrasi internal peralatan tinekat:

ffi laporan o.04 Ahli Muda
2) lsulit Laporan o.l0 Ahli Muda

b Melakukan uii bandine/ uii profisiensi lamran 0- l0 Ahli Muda



NO UNSUR SUB UNSUR URAIAN KEGIATAN/TUGAS HASIL KERJA/ OUTPUT
ANGKA
KREDIT

PELAKSANA

2 3 4 5 6 7

D

c Melakukan val idasi / verifi kasi metode penguiian tingkat:
I Sederhana Laporan o.05 Ahli Pertama
2l Sedang Laporan o.20 Ahli Muda

3l Sulit Laporan 0.45 Ahli Madya

d Melakukan penvelenscaraar uii orofisiensi (providerl [,aporan o.45 Ahli Madya

e Melakukan penveliaan oeneuiian contoh laporan 0.09 Ahli Madya

f Melakukan pensuiian tinekat
Sedane I.aporan o.03 Ahli Pertama

2l Sulit Laporan 0.08 Ahli Muda

e Melakukan verifikasi data hasil pengujian dalam rangka
penerbitan LHU (lembar hasil uji| dan atau penerbitan sertifikat

I Sederhana Lartoran o.u2 Ahli Pertarna
2l Sedang [aporarr 0.06 Ahli Muda
3) Sulit Laporan o. t5 Ahli Madya

3 Pelaksanaan standardisasi sistem manaiemen mutu
a Melakukan identifi kasi kebutuhan Derryusunan standar prosedur Laporan o.05 Ahli pertama

b M elaku kan pengu m pulan data/ bah€rn pemmusan standar
prosedur dan kriteria standardisasi

Data Primer [,aporan o.05 Ahli pertama

c M el akulan pen)4r s unan/ revisi kon sep dokumen sis tem
manajemen mutu

I-aporan o.l5 Ahli MadYa

d Melaksanakan validasi dokumen sistem manaiemen mutu Laporan o. r5 Ahli lvladYa

e M elakukan audit internal/ verifrkasi penerapan sistem man:ajem en
pengendalian mutu

Laporan o.15 Abli MadYa

f Melakukan kaii ulang dokumen/ manaiemen Laporan o. l5 Ahli MadYa

c Melal:ukan verjfikasi terhadap kepatuhan pelaku usaha dan/atau
kesesuaian sistem manajemen Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan

laporan o. l5 Ahli MadYa

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan

I Melakukan evaluasi dan rekomendasi hasil inspeksi penerapan Sistem
Ja:ninan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di tambak
pembenihan/ pembesaran/ kapal/ pelabuhan/ tempat pendaratan
ikan/ tempat pemasaran ikan/ unit pemasok/UPl

Bahan rekomendasi o.12 Ahli Utama

2 Kegiatan verifikasi ketelusuran di tambak
pembenihan/ pembesaran/ kapal/pelabuhan/ tempat pendaratan
ikan/unit pemasok/UPI

a M elalcul<an evalu asi h asil verifi kasi ketel usurarr [,aporan o. t5 Ahli Muda
b membuat laporan hasil verifikasi ketelusuran La.poran o.03 Ahli pertama
c Menyusun laporan dan rekomendasi penerbitan surat keterangan Laporan o.12 Ahli Madva

3 Melakukan evaluasi dan rekomendasi hasil surveilarr Bahan rekomendasi o.20 Ahli Utarna

4 Kegiatan investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan kearnanan
hasil perikanan

al V{elakukan evaluasi berkas investigasi kasus Lamran o.12 Ahli MadYa

bf VI envusun rek omendasi terkait kasus penabanan / penolakan Bahan rekomendasi o.20 Ahli Utamq
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ANGKA
KREDIT
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2 J 4 J o I

5 Kegiatan pengendalian di pin tu pemasukan/ pe nge I uaran
a Melakukan evaluasi Demasukan/ peneeluaran produk perikanan Laporan o.20 Ahli Utama
b Melakukan evaluasi kesesuaian dokumen dan hasil pensuiian Laporan o.l5 Ahli Madva

c Menyusun rekom endasi pemas ukan/ penqel uaran produk Bahan rekomendasi o.20 Ahli Utama
6 Melakukan evaluasi kesesuaian data penerbitan sertiJikat

kesehatan/ Heahh Certifiate (HC) dengan produk yang dimuat
Laporan 0.03 Ahli Pertama

7 Melakukan evaluasi kegiatan pengambilan contoh Laporan 0.05 Ahli perta.n.ra

8 Kegiatan penerbitan sertifi kat kesehatan/ Health Certifi cate (HC)

a Melakukan eval uasi penerbitan serti fi kat k e sehatare/ H eal th
Certificate (HC)

Laporan o.06 Ahli Muda

b M embuat rekomendasi terkait perm asalahan sertifi kat
kesehatan/ Health Certificate (HC)

Bahan rekomendasi 0.20 Ahli Utama

9 Kegiatan Penyusunan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan
Kea-manan Hasil Perikanan Nasional dan Internasional

a Melakukan evaluasi dan rekomendasi kegiatan kerjasa.rna Sistem
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Bahan rekomendasi o.20 Ahli Utama

b Melakukan evaluasi draft regulasi pengendalian Sistem Jarninan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikalan

Laporan o.20 Ahli Utama

c M elak r rkan evaluasi pe m anfaatan nom or regi s trasi [,aporan o. l5 Ahli Madya

d Merekapitulasi hasil evaluasi dan rekomendasi pemanfaatan
nomor registrasi

Laporan o.06 Ahli Muda

l0 Keeiatan monitorins
a Melakukan evaluasi dan tindak laniut hasil monitorins laporan o.20 Ahli Utama
b Membuat rekomendasi hasil monitoring Bahan rekomendasi o.20 Ahli Utama

III

I

Pengembangan Profesi A Pembuatan Karya Tulis/Ka5ra llmiah di bidang
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan

I Membuat Karya Tulis/Karya llmiah hasil penelitian, pengkajian, survey
dan evaluasi di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan yang dipublikasikan:

a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

Buku t2.5 Semua jenjang

b Dalam maialah ilmiah vane diakui oleh LIPI Naskah 6 Semua ieniane
2 Membuat Kaqra Tulis/Karya llmiah hasil penelitian, pengkajian, suryey

dan evaluasi di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan yane tidak dipubbkasikan
a Dalam bentuk buku Buku 8 Semua ienians
b Dalam bentuk makalah Makdah 4 Semua ieniang

3 Membuat Kaqra Tulis/Karya Ilruiah berup" tinjauan atau ulasan ilmiah
dengan gagasan sendiri di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan
hasil Perikanan yang dipublikasikan

a Dal'm bentuk buku vane diterbitkan dan Buku 12.5 Semua ieniang
b Dalam majalah ilmiah y-ang diakui oleh LIPI Naskah 6 Semua jenjang
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2 J 4 J 6 7

I

4 Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
dengan gagasan sendiri di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan yang tidak dipublikasikan

a Dalam bentuk buku Buku 7 Semua ien ang
b Da-lam bentuk makalah Makalah 3.5 Sernua ien ang

5 Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan yang disebarluaskan melalui media massa

Naskah 2 Semua jenjang

6 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan
ilmiah di bidang Pengendalian Mutu dan Kearnanan Hasil Perikanan
pada pertemuan ilmiah

Naskah 2.5 Sernua jenjang

B Peneg'emahan/ penyaduran buku dan bahan-
bahan lain di bidang Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan

Menerjemahkan/menyadur di bidang Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan yang dipublikasikan

a Dalam bentuk buku vang diterbitkan dan diedarkan secara Buku 7 Semua eniang
b Dalam maialah ilmiah yane diakui oleh Instansi yang berwenang Naskah 3.5 Semua entang

2 Mene4'emahkan/menyadur di bidang Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Jrang tidak dipublikasikan

a Dalam bentuk buku Buku 3 Semua jenjang

b Dalam bentuk makalah L{akalah 1.5 Semua jenjang
3 Membuat abstrak tulisan itmiah bidang Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan yang dinuat dalam penelitian
Tiap Ler:lbar 6 Semua jenjang

c Penyu sunan buku pedoman/ ketentuan
pela-ksalaan/ ketentuan telsris di bidang
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan

I Menyusun dan atau menyernpurnakan ketentuan pelaksanaan
(standard) bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Standard 8 Semua jenjang

t Menyusun dan atau menyempumakan buku pedoman bidang
Pengendalian Mutu dan Kearnanan Hasil Perikanan

Pedoman 6 Semua jenjang

J Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Juknis 3 Semua jenjang

IV Penunjang A Pengajar/pelatih pada diklat fungsionaf teknis di
bidang Pengendalian Mutu dan Kea:cra:-ran Hasil
Perikanan

Mengajar/ m elatih pad a pendidikan dan pelatihan fungsional/ t e krris di
bidang Pengendalian Mutu dan Keannanan Hasil Perikanan

2 Jan pelajaran o.15 Semua jenjang

B Peran serta dalam seminar/lokalarya/ konferensi
di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan

Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai:

af ?emrasaran Kali 3 Semua jenjang
bl )embahas/ moderator/ narasumber Kali 2 Semua jenjang
c. l

)eserta Kali I Semua jenjang
2 Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:

al (etua Kali 1.5 Sem.':a jenjang
bl nggota Kali I Semua jenjang

c Keanggotaan dalam organisasi profesi tingkat
rasional/ in ternasional

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai:

I Ketua/Wakil Ketua Tahun t Semua jenjang

2 Anggota Tahun 0.75 Semua jenjang
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NO UNSUR SLIB UNSUR URAIAN KEGIATAN/TUGAS HASIL KERJA/ OUTPUT
ANGKA
KREDIT

PEI-AKSANA
I 2 3

D Keanggotaan dalam Tim penilai J 6 7
ryrsrrJaw ar6E.,L. l url renuar Arne{f a JaDatan t'ungstonal Inspelctur Mutu
Hasil Perikanan

DUPAK o.04 Semua jenjang

E Memperoleh tanda penghargaan/ t"nd" j"*" pengnargaurn/ @ncEJasa satya lrncana Karya satya:
I 3O (tiga puluhl tahun Piagam 3 Semua ienianez 20 (dua puluh) tahun Piagam 2 Semua jenjang

F M
3 lO (sepuluh) tahun Piagarn I Semua jenjarrg

5', JAI rarurJra Memperoleh iiazah yang tidak sesuai denga'-bid*.r= t"gG
Doktor (S3) ljazah l5 Semua jenjang

I Magister (S2) ljazah t0 Semua jenjang
3 Sarjana (Sl) Iiazah 5 Semua-ieniarx

MENTERI PENDAYAGUNMN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
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LAMPIRAN II
PERATURAN MEMERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESTA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU
HASIL PERIKANAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTI'K PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN DENGAN PENDIDIKAN SAR"IANA (SI}/DIPLOMA IV

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR/.5S'*q.tlREt{
i -q"^(-t' DAN+ ct- ur
-'S Ke

suai Dengan Aslinya
AN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
MASI BIROKRASI

NO UNSUR PPE SE-I\ITAS'F'

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU FI,ASIL PERIKANAN

AHLI PERTAMA AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA
IIIIa III/b llllc III/d lY la IV/b IV/c IV/d IV/e

I UNSUR UTAMA
a. Pendidikan

1. Pendidikan sekolah 100 100 100 100 100 100 100 100 r00
2. Diklat

b. Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan > 8oo/o 40 80

154
240 360

468
600 760

c. Pengembangan Profesi 6 L2

II UNSUR PENUNJANG
Kegiatan yang menunjang
pelaksanaan Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan

s 2oo/o
10 20 40 60 90 L20 150 190

JUMLAH lOOo/o 100 150 200 300 400 5s0 700 850 1050

ukum, Komunikasi, dan Infonnasi Rrblik,
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I,,AMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2OI8
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU
HASIL PERIKANAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UMUK PENCANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)

MENTEzu PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Sesuai Dengan Aslinya
RIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
RMASI BIROKRASI

ttd

ASMAN ABNUR

NO UNSUR PRESENTASE

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANCXE I<NBOIT
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

AHLI PERTAMA AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA
ITI lb III/ c III/ d IY /a rv lb Nlc N/a TV Ie

I UNSUR UTAMA
A. Pendidikan

1. Pendidikan sekolah 150 150 150 150 ls0 150 150 150
2. Diklat

B. Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan > go% 40

Ll4
200 320

428
560 720

C. Pengembangan Profesi 6 L2
II UNSUR PENUNJANG

Kegiatan yang menunjang
pelaksanaan Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan = 2oo/o 10 30 50 80 110 140 180

JUMLAH 100% 150 200 300 400 550 700 850 1 050

a or.,

Hukum, Komunikasi, dan Informasi publik,
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I.AMPIMN IV
PEMTURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESTA
NOMOR 9 TAHUN 2OI8
TEI'ITANG JABATAN FUNGSIONAL INSPEKIUR MTJTU
HASIL PERIXANAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UMUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN DENGAN PENDIDIKAN DOI.ffOR (S3}

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Sesuai Dengan Aslinya ttd

ASMAN ABNUR

RIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
RMASI BIROKRASI
Hukum, Komunikasi, dan Informasi hrblik,

Herlft

NO UNSUR PRtrSTINTA.qtr

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KRBDIT

JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA
Ill/ c III/d IY /a NlA IV /c IV/d IY le

I UNSUR UTAMA
A. Pendidikan

1. Pendidikan sekolah 200 200 200 200 200 200 200
2. Diklat

B. Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan > 80%

74
160 280

388
520 680

C. Pengembangan Profesi 6 t2
II UNSUR PENUNJANG

Kegiatan yang menunjang
pelaksanaan Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan

< 2oo/o 20 40 70 100 130 170

JUMI.AH lOOo/o 200 300 400 550 700 850 I 050

,1o.\sX
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ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK
JABATAN FUNGSIONAL I NSPE}ffUR

LAMPIRAN V
PERATURAN MEI'ITEzu PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGAM
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU
HASIL PERIIGNAN

PENYESUAIAN/ffPASSffG
MUTU HASIL PERIIqNAN

NO GOLONGAN RUANC IJAZAH/ STTB YANG SETINGKAT
ANGI(A KREDIT DAN MASA KEPANGI{ATAN

1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN/LEBIH
I rII/ a Sarjana (S l)/Diploma [V 100 rt2 125 t37 148

2 fii/b Sarjana (S 1)/ Diploma IV 150 r62 t74 186 r97
Magister (S2) 150 163 t77 188 199

J III/ c
Sarjana (S 1) / Diploma IV 200 224 247 271 294

Magister (S2) 200 226 249 273 B6
Doktor (S3) 200 228 25r 275 n8

4 ilt/d
Sarjana (S l)/Diploma IV 300 322 345 368 391

Magister (S2) 300 325 347 370 393

Doktor {S3} 300 327 349 372 395

J lY /a
Sarjana (S \llDiploma IV 400 434 468 502 536

Magister (S2l 400 437 471 505 539

Doktor (S3) 400 440 474 508 542

6 rvlb
Sarjana (S 1)/ Diploma IV 550 584 618 652 686

Maeister (S2) 550 587 621 655 689
Doktor (S3) s50 590 624 658 692

7 IY /c
Saq'ana (S l)/Diploma [V 700 737 768 ao2 836

Maeister (S2l 700 73A 77t 805 839
Doktor (S3) 700 740 774 808 842

8 rv/d
Sarjana (S 1)/Diploma [V 850 897 938 960 994

Maeister (S2) 850 898 941 963 997
Doktor (S3l 850 900 944 966 1000

9 lY /e
Sarjana (Slf /Diploma tV/Magister (S2)/DoKor

(s3) 1050 1050 1050 1050 1050

Sesuai Dengan Aslinya
IAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

ASI BIROKRASI

ME}TTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

('ono,u"K;
oart,r 

tt'ts$N

ukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,


